UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A ( UU)
NOMOR 18 TAHUN 1999 ( 18/ 1999)
TENTANG
JASA KONSTRUKS

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

Meni nbang:

a. bahwa penbangunan nasi onal bertujuan untuk mewuj udkan
masyarakat adil dan nmaknur yang nerata naterial dan
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

b. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegi atan dal am

bi dang ekonom , sosial, dan budaya yang nenmpunyai peranan
penting dal am pencapai an berbagai sasaran guna nenunjang
t erwj udnya tujuan penbangunan nasi onal ;

C. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berl aku
bel um berori entasi bai k kepada kepenti ngan pengenbangan j asa
konst r uksi sesuai dengan kar akteri stiknya, yang
nmengaki bat kan  kurang berkenbangnya iklim usaha yang
mendukung peni ngkat an daya sai ng secara opti mal, nmaupun bagi
kepenti ngan nmasyar akat ;

d. bahwa ber dasar kan pertinbangan tersebut pada huruf a, b, dan
¢ di perl ukan Undang-undang tentang Jasa Konstr uksi;

Mengi ngat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1)
Undang- Undang Dasar 1945;

Dengan Per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A

MEMUTUSKAN :
Menet apkan:
UNDANG- UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dal am Undang-undang i ni yang di maksud dengan
1. Jasa konstruksi adalah |ayanan jasa konsultasi perencanaan
pekerjaan konstruksi, |ayanan jasa pelaksanaan pekerjaan
konst r uksi , dan |ayanan jasa konsultansi pengawasan
pekerjaan konstruksi;
2. Pekerjaan konstruksi adal ah  keseluruhan atau sebagi an
rangkai an kegi atan perencanaan dan/atau pel aksanaan beserta
pengawasan yang nencakup pekerjaan arsitektural, sipil

nmekani kal, elektrikal, dan tata |ingkungan nasing-nmasing



beserta kel engkapannya, untuk newj udkan suatu bangunan atau
*10953 bentuk fisik |ain;
3. Pengguna jasa adal ah orang perseorangan atau badan sebaga
penberi tugas atau pem lik pekerjaan/proyek yang nenerl ukan
| ayanan j asa konstruksi;

4. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang
kegi at an usahanya nenyedi akan | ayanan jasa konstruksi;
5. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokunen yang

mengat ur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedi a
j asa dal am penyel enggar aan pekerjaan konstruksi ;

6. Kegagal an bangunan adal ah keadaan bangunan, yang setelah
di serahteri makan ol eh penyedia jasa kepada pengguna | asa,
menj adi tidak berfungsi baik secara keseluruhan rmaupun
sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang
t ercant um dal am kontrak kerja konstruksi atau penmanfaatannya
yang nenyinpang sebagai akibat kesal ahan penyedia |asa
dan/ at au pengguna j asa;

7. Forum jasa konstruksi adal ah sarana  konuni kasi dan
konsul tasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Penerintah
nmengenai hal - hal yang berkaitan dengan nmsalah jasa

konst ruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan
mandiri ;

8. Regi strasi adal ah suatu kegi at an unt uk nenent ukan konpet ensi
pr of esi keahl i an dan ket eranpi | an tertentu, or ang

per seorangan dan badan usaha untuk nenentukan izin usaha
sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwjudkan dalam
sertifikat;

9. Per encana konstruksi adal ah penyedi a jasa orang perseorangan
atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di
bi dang perencanaan jasa konstruksi yang manpu nmewj udkan
pekerjaan dal am bentuk dokunmen perencanaan bangunan atau
bentuk fisik |ain;

10. Pel aksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan
atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di
bi dang pel aksanaan j asa konst r uksi yang manpu
nmenyel enggar akan kegi atannya untuk nmewj udkan suatu hasil
per encanaan nenj adi bentuk bangunan atau bentuk fisik |ain;

11. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan
atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di
bi dang pengawasan jasa konstruksi yang manmpu nel aksanakan
pekerjaan pengawasan sejak awal pel aksanaan pekerjaan
konst ruksi sanpai sel esai dan di serahterinakan

BAB ||
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengat uran jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan
keadi | an, manf aat , keser asi an, kesei nbangan, kemandi ri an,
ket er bukaan, kem traan dan kesel amat an dem kepenti ngan

masyar akat, bangsa, dan negar a.



Pasal 3

*10954 Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

menberi kan arah pertunbuhan dan perkenbangan jasa konstruksi
unt uk nmewuj udkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya
saing tinggi, dan hasi | pekerjaan konst r uksi yang
ber kual i t as;

mewuj udkan tertib penyel enggaraan pekerjaan konstruksi yang
menj am n kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan
penyedi a jasa dalam hak dan kewajiban, serta neningkatkan
kepat uhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ber | aku;

mewuj udkan peni ngkatan peran nmasyarakat di bidang jasa
konst r uksi

BAB | |1
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagi an Pert ama
Jeni s, Bentuk, dan Bi dang Usaha

Pasal 4
Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan
konst r uksi , usaha pel aksanaan konstruksi, dan usaha
pengawasan konstruksi yang masing-nmasing dil aksanakan ol eh
perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas
konst r uksi
Usaha perencanaan konstr uksi menberi kan | ayanan | asa

perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang neliputi
rangkai an kegi atan atau bagi an-bagi an dari kegiatan nul a

dari studi pengenbangan sanpai dengan penyusunan dokunen
kontrak kerja konstruksi.

Usaha pel aksanaan konstr uksi menberi kan | ayanan | asa
pel aksanaan dal am pekerjaan konstruksi yang neliputi
rangkai an kegi atan atau bagi an-bagi an dari kegiatan nul a

dari penyi apan | apangan sanpai dengan penyerahan akhir hasil
pekerjaan konstruksi .

Usaha pengawasan  konstr uksi menberi kan | ayanan jasa
pengawasan bai k keseluruhan maupun sebagian pekerjaan
pel aksanaan konstruksi rmnulai dari penyiapan | apangan sanpai
dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan
at au badan usaha.

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan
sebagai mana di neksud pada ayat (1) selaku pel aksana
konstruksi hanya dapat nelaksanakan pekerjaan konstruksi
yang berisi ko kecil, yang berteknol ogi sederhana, dan yang
ber bi aya kecil .

Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan



sebagai mana dinaksud pada ayat (1) selaku perencana
konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat nel aksanakan
pekerjaan yang sesuai dengan bi dang keahl i annya.

*10955 (4) Pekerjaan konstruksi yang berisi ko besar dan/atau
yang berteknol ogi tinggi dan/atau yang berbi aya besar hanya
dapat dil akukan ol eh Badan usaha yang berbentuk perseroan
terbatas atau badan usaha asi ng yang di per samakan.

Pasal 6

Bi dang usaha jasa konstruksi nmencakup pekerjaan arsitektural
dan/atau sipil dan/atau nekani kal dan/atau el ektrikal dan/atau
tata |ingkungan, masing-masing beserta kel engkapannya.

Pasal 7

Ketentuan tentang jenis usaha sebagai mana di maksud dal am Pasal 4
ayat (1), bentuk usaha sebagai mana di naksud dal am Pasal 5 dan
bi dang usaha sebagai mana di mneksud dalam Pasal 6 diatur |ebih
| anj ut dengan Peraturan Peneri nt ah.

Bagi an Kedua
Per syar at an Usaha, Keahlian, dan Keteranpil an

Pasal 8
Perencana  konstruksi, pel aksana  konstruksi, dan pengawas
konst ruksi yang berbentuk badan usaha harus :
a. menenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa
konst r uksi
b. mem | i ki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan
j asa konstruksi
Pasal 9
(1) Perencana konst r uksi dan pengawas konst r uksi or ang

perseorangan harus nem liki sertifikat keahlian.

(2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus nemliKki
sertifikat keteranpilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

(3) Orang perseorangan Yyang dipekerjakan oleh Badan ussaha
sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau
tenaga tertentu dal am badan Usaha pel aksana konstruksi harus
mem | i ki sertifikat keahlian.

(4) Tenaga kerja yang nelaksanakan pekerjaan ketekni kan yang
bekerja pada pel aksana konstruksi harus nmem liki sertifikat
ket eranpi | an dan keahl i an kerj a.

Pasal 10

Ket ent uan nengenai penyel enggaraan perizi nan usaha, kl asifikasi
usaha, kual i fi kasi usaha, sertifikasi ket er anpi | an, dan
sertifikasi keahlian kerja sebagai mana di maksud dal am Pasal 8 dan
Pasal 9 diatur |ebih | anjut dengan Peraturan Penerintah.



Bagi an Keti ga
Tanggung Jawab Pr of esi onal

*10956 Pasal 11

(1) Badan usaha sebagi amana di naksud dalam Pasal 8 dan orang
perseorangan sebagai mana di maksud dalam Pasal 9 harus
bertanggung j awab terhadap hasil pekerjaannya.

(2) Tanggung j awab sebagai mana di maksud pada ayat (1) dil andasi
prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah Kkeil nuan,
kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam nenjalankan
pr of esi nya dengan tetap nengutanmakan kepenti ngan unmum

(3) Untuk rmewjudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagai mana
di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditenpuh nel al ui
nmekani sme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang ber| aku.

Bagi an Keenpat
Pengenbangan Usaha

Pasal 12

(1) Usaha jasa konstruksi di kenbangkan untuk mewuj udkan strukt ur
usaha yang kokoh dan efisien nelalui kemtraan yang sinergis
antara usaha yang besar, nenengah, dan kecil serta antara
usaha yang bersifat unmum spesialis, dan keteranpilan
tertentu.

(2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi
di kenbangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.

(3) Usaha pel aksanaan konstruksi di kembangkan ke arah

a. usaha yang bersifat unum dan spesialis;
b. usaha orang perseorangan yang berketeranpil an kerj a.
Pasal 13

Unt uk nengenbangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan
dari mtra usaha nel al ui

a. perl uasan dan peni ngkatan akses terhadap sunber pendanaan,
serta kenmudahan persyaratan dal am pendanaan
b. pengenbangan jenis usaha pertanggungan untuk nengat asi

risiko yang tinbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak
| ai n dal am pel aksanaan pekerjaan konstruksi atau aki bat dar
kegagal an bangunan.

BAB |V
PENG KATAN PEKERJAAN KONSTRUKS
Bagi an Pertana
Para Pi hak
Pasal 14

Para pi hak dal am pekerjaan konstruksi terdiri dari



a.

pengguna j asa;
penyedi a | asa.

Pasal 15

*10957 (1) Pengguna jasa sebagai mana di maksud dal am Pasal 14

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

hur uf a, dapat menunj uk waki | unt uk mel aksanakan
kepenti ngannya dal am pekerjaan konstruksi .

Pengguna jasa harus nmemliki kemanpuan nenbayar biaya
pekerjaan konstruksi yang di dukung dengan dokumen penbukti an
dari | enbaga perbankan dan/atau | enbaga keuangan bukan bank.
Bukti kemanpuan nenbayar sebagai mana di maksud pada ayat (2)
dapat di wuj udkan dal am bentuk |ain yang disepakati dengan
menperti nbangkan | okasi, ti ngkat  konpl eksi tas, besar an
bi aya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dal am
perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedi a j asa.
Ji ka pengguna jasa adal ah Penerintah, penbuktian kemanpuan
unt uk nmenbayar di wuj udkan dal am dokunen tentang ketersedi aan
anggar an.

Pengguna jasa harus nenenuhi kel engkapan yang di persyar at kan
unt uk nel aksanakan pekerjaan konstruksi .

Pasal 16

Penyedi a jasa sebagai mana di maksud dal am Pasal 14 huruf b
terdiri dari

a. per encana konstruksi ;

b. pel aksana konstruksi ;

C. pengawas konstruksi .

Pel ayanan jasa yang dil akukan ol eh penyedi a jasa sebagai nana
di mmksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia
j asa secara terpi sah dal am pekerjaan konstruksi .

Layanan jasa perencanaan, pel aksanaan, dan pengawasan dapat
di | akukan secara terintegrasi dengan nenperhatikan besaran
pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta
ri siko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dal am
satu pekerjaan konstruksi

Bagi an Kedua
Pengi kat an Para Pi hak

Pasal 17

Pengi kat an dal am hubungan kerja jasa konstruksi dil akukan
berdasarkan prinsip persaingan yang sehat nelalui pemlihan
penyedi a j asa dengan cara pel el angan umum at au t er bat as.

Pel el angan terbatas hanya boleh diikuti ol eh penyedia jasa
yang di nyatakan tel ah |ulus prakualifikasi.

Dal am keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat
di | akukan dengan cara pemlihan |angsung atau penunjukan
| angsung.

Pem | i han penyedia jasa harus nenpertinbangkan kesesuai an
bi dang, kesei nbangan ant ara kemanpuan dan beban kerja, serta



ki nerja penyedi a jasa.

(5) Pemlihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia
jasa yang nemuhi persyaratan sebagai mana di naksud dal am
Pasal 8 dan Pasal 9.

(6) Badan-badan wusaha yang dimliki oleh satu atau kel onpok
orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sana
*10958 tidak bol eh nengi kuti pel el angan untuk satu pekerjaan
konstruksi secara bersamaan.\

Pasal 18

(1) Kewajiban pengguna jasa dal am pengi kat an nmencakup
a. nmener bi t kan dokunen tentang pemlihan penyedia |asa
yang nemrmuat ketentuan-ketentuan secara |engkap, jelas dan
benar serta dapat di paham ;

b. nmenet apkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasi
pel aksanaan pem | i han.

(2) dalam pengi katan, penyedia jasa wajib nmenyusun dokunen
penawar an berdasarkan prinsip keahlian untuk disanpai kan
kepada pengguna j asa.

(3) Dokunmen sebagai nana dinmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
bersifat nengi kat bagi kedua pihak dan salah satu pihak
ti dak dapat nengubah dokunen tersebut secara sepi hak sanpa
dengan penandat anganan kontrak kerja konstruksi.

(4) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus nenindaklanjuti
penet apan tertulis sebagai mana di mnaksud pada ayat (1) huruf
b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk nenjanin
t erpenuhi nya hak dan kewajiban para pihak yang secara adi
dan seinbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam
penyel enggar aan pekerj aan konstruksi .

Pasal 19

Ji ka pengguna jasa nengubah atau nenbat al kan penetapan tertulis,
atau penyedia jasa nengundurkan diri setelah diterbitkannya
penetapan tertulis sebagai mana di maksud dal am Pasal 18 ayat (1)
huruf b, dan hal tersebut terbukti neninbulkan kerugian bagi
salah satu pihak, mka pihak yang nengubah atau nenbatal kan
penet apan, atau nmengundurkan diri wajib dikenai ganti rugi atau
bi sa di tuntut secara hukum

Pasal 20

Pengguna jasa dil arang nenberi kan pekerjaan kepada penyedi a jasa
yang terafiliasi untuk nengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada
| okasi dan dal am kurun waktu yang sama tanpa nelalui pel el angan
umum at aupun pel el angan ter bat as.

Pasal 21
(1) Ketentuan nengenai pemlihan sebagaimana dimaksud dal am

Pasal 17, Kewaji ban sebagai mana di maksud dal am Pasal 18, dan
penbat al an sebagai nana di maksud dal am Pasal 19 berl aku juga



(2)

(1)

(2)

dal am pengi kat an antara penyedi a j asa dan subpenyedi a j asa.
Ketentuan nengenai tata cara pemlihan penyedia |asa
sebagai mana di naksud dal am Pasal 17, penerbitan dokunmen dan
penet apan penyedi a j asa sebagai mana di maksud dal am Pasal 18
di atur |ebih | anjut dengan Peraturan Penerintah.

Bagi an Keti ga
*10959 Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 22

Pengat uran hubungan kerja berdasarkan hukum sebagai mana
di mmksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam
kontrak kerja konstruksi.

Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mnencakup
urai an nmengena

a. para pihak, yang nenuat secara jelas identitas para
pi hak;
b. runmusan pekerjaan, yang nenuat uraian yang jelas dan

rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan
wakt u pel aksanaan;

C. masa pertanggungan dan/atau peneli haraan, yang nenuat
tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau peneliharaan
yang nenj adi tanggung jawab penyedi a j asa;

d. tenaga ahli, yang nenuat ketentuan tentang junlah,
kl asifi kasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk nelaksankan
pekerjaan konstruksi;

e. hak dan kewaji ban, yang nmenuat hak pengguna jasa untuk
menperol eh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya
untuk nenmenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak
penyedi a jasa untuk nenperoleh informasi dan inbalan jasa
serta kewaji bannya nel aksanakan pekerjaan konstruksi .

f. cara penbayaran, yang  nenuat ketentuan tentang
kewaj i ban pengguna jasa dalam nel akukan penbayaran hasil
pekerjaan konstruksi;

g. cidera janji, yang nenuat ketentuan tentang tanggung
jawab dalam hal salah satu pihak tidak nelaksanakan
kewaj i ban sebagai mana di perj anji kan;

h. penyel esai an  perselisi han, yang menuat ket ent uan
t ent ang tata cara penyel esai an perselisi han aki bat
ket i daksepakat an;

i penmutusan kontrak kerja konstruksi, yang nenuat
ketentuan tentang penutusan kontrak kerja konstruksi yang
ti mbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban sal ah satu
pi hak;

J - keadaan nenaksa (force mmjeure), yang nenuat ketentuan
tentang kejadian yang tinbul di luar kemauan dan kemanpuan
para pi hak, yang neni nbul kan kerugi an bagi sal ah satu pi hak.
k. kegagal an bangunan, yang nenuat Kketentuan tentang
kewaj i ban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas
kegagal an bangunan;

l. perlindungan pekerja, yang nenuat ketentuan tentang
kewaj i ban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan



(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

kesehat an kerja serta jam nan sosi al ;
m aspek lingkungan, yang nenuat kewajiban para pihak
dal am penenuhan ket entuan tentang |ingkungan.
Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus
menuat ketentuan tentang hak atas kekayaan i ntel ektual.
Kontrak kerja konstruksi dapat nenuat kesepakatan para pi hak
*10960 tentang penberian insentif.
Kontrak kerja konstruksi untuk kegi atan pelaksanaan dal am
pekerjaan konstruksi, dapat nenuat ketentuan tentang sub
penyedi a jasa serta pemasok bahan dan atau konponen bangunan
dan atau peral atan yang harus nenenuhi standar yang berl aku.
Kontrak kerja konstruksi dibuat dal am bahasa | ndonesia dan
dal am hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, nmaka
dapat di buat dal am bahasa | ndonesi a dan bahasa | nggri s.
Ketentuan nengenai kontrak kerja konstruksi sebagai nana
di mksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja
konstruksi antara penyedi a jasa dengan subpenyedi a j asa.
Ket entuan nengenai kontrak kerja konstruksi sebagai nana
di mksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intel ektual
sebagai mana di maksud pada ayat (3), penberian insentif
sebagai mana di naksud pada ayat (4), dan nengenai penasok
dan/atau konmponen bahan bangunan dan/atau peral atan
sebagai mana di naksud pada ayat (5) diatur 1lebih |anjut
dengan Perat uran Penerintah.

BAB V
PENYEL ENGGARAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pasal 23

Penyel enggar aan pekerjaan konst r uksi mel i puti t ahap
per encanaan dan tahap pel aksanaan beserta pengawasannya yang
masi ng- masi ng tahap di | aksanakan nel al ui kegi at an penyi apan,
pengerj aan, dan pengakhiran.

Penyel enggar aan pekerjaan konst r uksi waj i b menenuhi
ketentuan tentang ketekni kan, keamanan, keselamatan dan
kesehatan Kkerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata
i ngkungan setenpat untuk nmenjamn terwujudnya tertib
penyel enggar aan pekerjaan konstr uksi .

Para pi hak dal am nel aksankan ket entuan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) harus nmenenuhi kewaji ban yang di persyaratkan
unt uk menj ani n ber | angsungnya tertib penyel enggar aan
pekerjaan konstruksi sebagai mana di maksud pada ayat (2).
Penyel enggar aan pekerjaan konstruksi sebagai mana di maksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur Ilebih lanjut dengan
Peraturan Peneri nt ah.

Pasal 24
Penyedi a jasa dalam penyel enggaraan pekerjaan konstruksi

dapat nenggunakan subpenyedia jasa yang nenpunyai keahlian
khusus sesuai dengan nasing-nmasing tahapan pekerjaan



konst r uksi

(2) Subpenyedia jasa sebagai mana di mnaksud pada ayat (1) harus
menenuhi persyaratan sebagai mana di naksud dal am Pasal 8 dan
Pasal 9.

(3) Penyedia jasa sebagai mana dimksud pada ayat (1) wajib
menmenuhi  hak-hak subpenyedia jasa sebagaimna tercantum
dal am kontrak kerja konstruksi antara penyedi a jasa dan
*10961 subpenyedi a j asa.

(4) Subpenyedia jasa sebagai nana di naksud pada ayat (3) wajib
menmenuhi  kewaj i ban- kewaj i bannya sebagai mana tercantum dal am
kont r ak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan
subpenyedi a | asa.

BAB VI
KEGAGALAN BANGUNAN

Pasal 25

(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas
kegagal an bangunan.

(2) Kegagal an bangunan yang nenj adi tanggung jawab penyedi a j asa
sebagai mana di maksud pada ayat (1) ditentukan terhitung
sej ak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling |ana
10 (sepul uh) tahun.

(3) Kegagal an bangunan sebagai mana di maksud pada ayat (2)
di t et apkan ol eh pi hak ketiga sel aku penilai ahli.

Pasal 26

(1) Jika terjadi kegagal an bangunan yang disebabkan karena
kesal ahan perencana atau pengawas konstruksi, dan ha
tersebut terbukti meni nmbul kan kerugi an bagi pihak |ain, maka
perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab
sesuai dengan bi dang profesi dan di kenakan ganti rugi.

(2) Jika terjadi kegagal an bangunan yang disebabkan karena
kesal ahan pel aksana konstruksi dan hal tersebut terbukti
meni nbul kan  kerugi an bagi pi hak lain, maka pelaksana
konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang
usaha dan di kenakan ganti rugi.

Pasal 27

Ji ka terjadi kegagal an bangunan yang di sebabkan karena kesal ahan
pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut
meni nbul kan kerugi an bagi pihak |ain, naka pengguna jasa wajib
bertanggung j awab dan di kenai ganti rugi.

Pasal 28
Ketentuan nengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagai mana
di mksud dal am Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi,
pel aksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagai mana

di mmksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna | asa



sebagai mana di maksud dal am Pasal 27 diatur |ebih |anjut dengan
Per at uran Peneri nt ah.

BAB VI |
PERAN MASYARAKAT

Bagi an Pertana
Hak dan Kewaj i ban

*10962

Pasal 29

Masyar akat ber hak untuk :

a.

b.

nmel akukan pengawasan untuk nmewsjudkan tertib pel aksanaan
j asa konstruksi

menper ol eh pengganti an yang | ayak atas kerugi an yang di al am
secara |angsung sebagai akibat penyel enggaraan pekerjaan
konst r uksi

Pasal 30

Masyar akat ber kewaj i ban :

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(1)

menj aga ketertiban dan nenenuhi ketentuan yang berlaku di
bi dang pel aksanaan jasa konstr uksi ;

t ur ut nmencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang
menbahayakan kepenti ngan umum

Bagi an Kedua
Masyar akat Jasa Konstr uksi

Pasal 31

Masyar akat jasa konstruksi merupakan bagi an dari masyar akat
yang menpunyai kepenti ngan dan/ at au kegi at an yang
ber hubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
Penyel enggar aan peran masyarakat jasa konstruksi sebagai mana
di maksud pada ayat (1) dil aksanakan nel al ui suatu forumjasa
konst r uksi

Penyel enggar aan peran masyarakat jasa konstruksi sebagai nana
di mksud pada ayat (1) dal am nel aksanakan pengenbangan j asa
konstruksi dilakukan ol eh suatu | enbaga yang i ndependen dan
mandi ri .

Pasal 32

Forum sebagai amana di naksud dal am Pasal 31 ayat (2) terdiri
atas unsur-unsur

a. asosi asi perusahaan jasa konstruksi;

b. asosi asi profesi jasa konstruksi;

C. asosi asi perusahaan barang dan jasa mtra usaha jasa
konst r uksi

d. masyar akat intel ektual;

e. or gani sasi kemasyar akat an yang ber kai t an dan

ber kepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang



(2)

(1)

(2)

(3)

mewaki | i konsunen jasa konstruksi;

f. i nstansi Penerintah; dan

g. unsur-unsur |ain yang di anggap perl u.

Forum sebagai mana di maksud pada ayat (1) menpunyai
kesenpatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya
menunbuhkenbangkan wusaha jasa konstruksi nasional yang
berfungsi untuk :

a. menanpung dan nenyal urkan aspirasi nasyar akat;

b. menbahas dan nmerunuskan pem ki ran arah pengenbangan
*10963 j asa konstruksi nasional;

C. tunbuh dan ber kenbangnya peran pengawasan nasyar akat ;

d. menberi  masukan kepada Penerintah dalam nerunuskan

pengat uran, penberdayaan, dan pengawasan.
Pasal 33

Lenbaga sebagai mana di maksud pada Pasal 31 ayat (3)
ber anggot akan waki | -waki | dari

a. asosi asi perusahaan jasa konstruksi;

b. asosi asi profesi jasa konstruksi;

C. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bi dang
j asa konstruksi; dan

d. i nstansi Penerintah yang terkait.

Tugas | enbaga sebagai mana di maksud dal am ayat (1) adal ah

a. nmel akukan atau nendorong penelitian dan pengenbangan
j asa konstruksi

b. nmenyel enggar akan pendi di kan dan pel ati han j asa
konst r uksi

C. nmel akukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang
mel i puti kl asi fi kasi , kual i fi kasi dan sertifikasi
ket eranpi | an dan keahl i an kerj a;

d. mel akukan regi strasi badan usaha jasa konstruksi;

e. mendorong dan neni ngkatkan peran arbitrase, nediasi,

dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Untuk nmendukung kegi atannya, |enbaga sebagai nana di maksud
pada ayat (1) dapat nengusahakan perolehan dana dari
masyar akat jasa konstruksi yang berkepenti ngan.

Pasal 34

Ket ent uan nengenai forum sebagai mana di maksud dal am Pasal 32 dan
| enbaga sebagai mana di naksud dal am Pasal 33 diatur |ebih |anjut
dengan Perat uran Penerintah.

(1)
(2)

BAB VI ||
PENMBI NAAN

Pasal 35

Peneri nt ah nel akukan penbi naan jasa konstruksi dal am bent uk
pengat uran, penberdayaan, dan pengawasan

Pengat uran sebagai nana di maksud pada ayat (1) dil akukan
dengan pener bi t an per at uran per undang- undangan dan



(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

st andar - st andar tekni s.

Penber dayaan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dil akukan
terhadap usaha jasa konstruksi dan nmasyarakat untuk
menunbuhkenbangkan kesadaran akan hak, kewaj i ban, dan
perannya dal am pel aksanaan j asa konstruksi .

Pengawasan sebagai mana di meksud pada ayat (1) dil akukan
t erhadap penyel enggaraan pekerjaan konstruksi untuk nenjamn
terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan
ket ent uan peraturan perundang-undangan yang ber| aku.

Pel aksanaan penbi naan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
*10964 dapat dil akukan bersama-sama dengan nasyarakat | asa
konst r uksi

Sebagi an tugas penbi naan sebagai mana di mnaksud pada ayat (1)
dapat dil i npahkan kepada Penerintah Daerah yang diatur |ebih
| anj ut dengan Peraturan Peneri nt ah.

BAB | X
PENYELESAI AN SENGKETA

Bagi an Pertana
Umum

Pasal 36

Penyel esai an sengketa jasa konstruksi dapat ditenpuh nel al ui
pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan
secara sukarel a para pi hak yang bersengket a.

Penyel esai an sengketa di | uar pengadi | an  sebagai nana
di maksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana
dal am penyel enggaraan pekerjaan konstruksi sebagai mana
di atur dal am Ki tab Undang- Undang Hukum Pi dana.

Ji ka dipilih upaya penyel esai an sengketa di |uar pengadil an,
gugatan nelalui pengadilan hanya dapat ditenpuh apabila
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu
atau para pi hak yang ber sengket a.

Bagi an Kedua
Penyel esai an sengketa di Luar Pengadil an

Pasal 37

Penyel esai an sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan
dapat ditenpuh untuk masal ah-nmasalah yang tinbul dalam
kegi at an peni ngkat an dan penyel enggar aan pekerj aan
konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagal an bangunan.
Penyel esai an sengketa jasa konstruksi sebagai mana di maksud
pada ayat (1) dapat nenggunakan jasa pihak ketiga, yang
di sepakati ol eh para pihak.

Pi hak ketiga sebagai mana dinmaksud pada ayat (2) dapat
di bent uk ol eh Pemeri nt ah dan/ at au masyar akat j asa
konst r uksi

Bagi an Keti ga



Gugat an masyar akat
Pasal 38

(1) Masyarakat yang dirugi kan aki bat penyel enggaraan pekerjaan
konstruksi berhak nengaj ukan gugat an ke pengadil an secara :

a. or ang per seorangan;
b. kel onpok orang dengan penberi an kuasa;
C. kel onpok orang tidak dengan kuasa nelalui gugatan

perwaki | an.

(2) Jika di ketahui bahwa masyar akat nenderita sebagai aki bat
*10965 penyel enggaraan pekerjaan konstruksi sedem ki an rupa
sehi ngga nenpengaruhi peri kehi dupan pokok rmasyarakat,
Penerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk
kepenti ngan nasyar akat .

Pasal 39

Qugat an sebagai mana di maksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah
tuntutan untuk nelakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan
berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak nenutup
kemungki nan tuntutan lain sesuai dengan Kketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber| aku.

Pasal 40

Tata cara pengaj uan gugat an nmasyar akat sebagai nana di maksud dal am
pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kel onpok
orang, atau |enbaga kemasyarakatan dengan nengacu kepada Hukum
Acar a Perdat a.

BAB X
SANKSI

Pasal 41

Penyel enggar a pekerj aan konst r uksi dapat di kenai sanksi
adm ni stratif dan/atau pidana atas pel anggaran Undang- undang i ni .

Pasal 42

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimksud dalam Pasal 41
yang dapat di kenakan kepada penyedi a jasa berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghenti an senent ara pekerjaan konstruksi;
C. penbat asan kegi at an usaha dan/ at au prof esi ;
d. penbekuan i zin usaha dan/atau profesi;

e. pencabut an i zi n usaha dan/atau profesi.

(2) Sanksi administratif sebagai mana dimaksud dalam Pasal 41
yang dapat di kenakan kepada pengguna jasa berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penghenti an senent ara pekerjaan konstruksi;

C. penbat asan kegi at an usaha dan/ at au prof esi;

d. | ar angan senment ar a penggunaan hasi | pekerjaan



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

konst r uksi

e. penbekuan i zin pel aksanaan pekerjaan konstruksi;

f. pencabut an izi n pel aksanaan pekerjaan konstr uksi .
Ketentuan nengenai tata |aksana dan penerapan sanksi
admni stratif sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Penerintah.

Pasal 43

Bar ang si apa yang nel akukan perencanaan pekerjaan konstruksi
yang tidak nenmenuhi ketentuan ketekni kan dan nengaki bat kan
kegagal an pekerjaan konstruksi atau kegagal an bangunan
*10966 di kenai pidana paling lama 5 (linma) tahun penjara
at au di kenakan denda paling banyak 10% (sepul uh per serat us)
dari nilai kontrak

Bar ang si apa yang nel akukan pel aksanaan pekerjaan konstruksi
yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ket entuan
ket ekni kan yang tel ah ditetapkan dan nengaki bat kan kegagal an
pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan di kenakan
pidana paling lama 5 (lim) tahun penjara atau di kenakan
denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai
kont r ak.

Barang si apa yang nel akukan pengawasan pel aksanaan pekerj aan
konstruksi dengan sengaja nenberi kesenpatan kepada orang
lain yang nel aksanakan pekerjaan konstruksi mel akukan
penyi npangan terhadap ketentuan ketekni kan dan nenyebabkan
ti mbul nya kegagal an pekerjaan konstruksi atau kegagal an
kegunaan di kenai pidana paling lama 5 (linma) tahun penjara
at au di kenakan denda paling banyak 10% (sepul uh per serat us)
dari nilai kontrak

BAB Xl
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 44

Ket ent uan per at ur an per undang- undangan  yang nmengat ur
kegi atan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak
bertent angan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap
berl aku sanpai di adakan peraturan pel aksanaan yang baru
ber dasar kan Undang-undang ini .

Penyedi a jasa yang tel ah nenperol eh perizinan sesuai dengan
bi dang usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun nenyesuai kan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, terhitung sejak
di undangkannya.

BAB XI |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat berl akunya Undang-undang ini, maka ketentuan peraturan
perundang- undangan yang nengatur hal yang sama dan bertentangan



dengan ket entuan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berl aku.
Pasal 46

Undang-undang ini nulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak
di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini, dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k |1 ndonesi a.
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JASA KONSTRUKSI

l. UMUM

1. Dal am penbangunan nasional, jasa konstruksi menpunya
peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi
menghasi | kan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik
| ai nnya, baik yang berupa prasarana nmaupun sarana yang
berfungsi nendukung pertunbuhan dan perkenbangan berbagai
bi dang, terutama bidang ekonom , sosial, dan budaya untuk
mewuj udkan masyarakat adil dan maknmur yang nerata materii
dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Sel ai n ber peran nmendukung berbagai bi dang penbangunan,
jasa konstruksi berperan pula untuk nendukung tunmbuh dan
ber kembangnya ber bagai i ndustri barang dan jasa yang
di perl ukan dal am penyel enggar aan pekerj aan konstruksi .

2. Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin nmanpu



nmengenbangkan perannya dal am penbangunan nasional nel al ui
peni ngkat an keandal an yang di dukung ol eh struktur usaha yang
kokoh dan manpu nmewuj udkan hasil pekerjaan konstruksi yang
ber kual i t as.

Keandal an tersebut tercermn dalam daya saing dan

kemanpuan nenyel enggar akan pekerjaan konstruksi secara | ebih
efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh
tercerm n dengan terwjudnya kemtraan yang sinergis antar
penyedia jasa, baik yang berskala besar, nenengah, dan
kecil, maupun yang berkualifikasi umum spesialis, dan
teranpil, serta perlu di wuj udkan pul a keterti ban
penyel enggaraan jasa konstruksi untuk nenjam n Kkesetaraan
kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam
hak dan kewaj i ban.
*10968 3. Dewasa ini, jasa konstruksi nerupakan bi dang usaha
yang banyak dimnati oleh anggota nasyarakat di berbagai
ti ngkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jum ah
perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.

Peni ngkatan jum ah perusahaan ini ternyata belum
dii kuti dengan peni ngkatan kualifikasi dan ki nerjanya, yang
tercerm n pada kenyataan bahwa nutu produk, ketepatan waktu
pel aksanaan, dan efisiensi penmanfaatan sunber daya manusi a,
nodal, dan teknol ogi dal am penyel enggaraan jasa konstruksi
bel um sebagai mana yang di har apkan

Hal ini di sebabkan ol eh karena persyaratan usaha serta
persyarat an keahlian dan keteranpilan bel um di arahkan untuk
mewuj udkan keandal an usaha yang pr of esi onal .

Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada
umummya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknol ogi
tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh wusaha jasa
konst r uksi nasi onal

Kesadar an hukum dalam penyel enggar aan pekerjaan
konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para
pi hak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam
penenuhan kewaji bannya serta penenuhan terhadap ketentuan
yang terkait dengan aspek keanmanan, kesel amatan, kesehat an,

dan |ingkungan, agar dapat mewuj udkan  bangunan yang
ber kual i t as dan manpu ber f ungsi sebagai mana yang
di r encanakan.

D sisi lain, kesadaran masyarakat akan nmanfaat dan

arti penting jasa konstruksi masih perlu ditunbuhkenbangkan
agar manpu mendukung t erwuj udnya ketertiban dal am
penyel enggar aan pekerjaan konstruksi secara optinmal.

Kondi si jasa konstruksi nasional dewasa ini sebagai mana
tercerm n dal am urai an tersebut di atas di sebabkan ol eh dua
f akt or

a. faktor internal, yakni

1) pada unmumya jasa konstruksi nasional nmasih
menpunyai kel emahan dal am manaj enen, penguasaan teknol ogi
dan pernodal an, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga
teranpil;

2) struktur usaha jasa konstruksi nasional bel um
tertata secara utuh dan kokoh yang tercerm n dal am kenyat aan



bel um terwjudnya kemtraan yang sinergis antar penyedia
j asa dal am ber bagai Kkl asi fi kasi dan/atau kualifikasi;
b. faktor eksternal, yakni

1) kekur angset ar aan hubungan kerja ant ar a
pengguna jasa dan penyedi a jasa;

2 bel um mantapnya dukungan berbagai sektor
secara |angsung nmaupun tidak [|angsung yang nenpengaruh
ki nerja dan keandal an jasa konstruksi nasional, antara lain
akses kepada pernodal an, pengenbangan profesi keahlian dan
prof esi keteranpilan, ketersedi aan bahan dan *10969
konponen bangunan yang st andar;

3) bel um tertatanya penbinaan jasa konstruksi
secara nasional, masih bersifat parsial dan sektoral.

Dengan segal a ket er bat asan dan kel enahan yang
dimlikinya, dalam dua dasa warsa terakhir, jasa konstruksi
nasional telah nenjadi salah satu potensi Penbangunan
Nasi onal dal am nendukung perluasan |[|apangan wusaha dan
kesenpatan kerja serta peni ngkatan peneri maan negara. Dengan
dem ki an  potensi jasa konstruksi nasi onal I ni perl u
di t umbuhkenbangkan agar | ebi h manpu ber per an dal am
penbangunan nasi onal .

Sejalan dengan neningkatnya tuntutan nasyarakat akan
perl uasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib penbangunan,

tel ah nmenbawa konsekuensi nmeni ngkat nya kompl eksi t as
pekerj aan konstruksi , tunt ut an ef i si ensi, tertib
penyel enggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi.

Selain itu, tata ekonom dunia telah nengamanat kan hubungan
kerja sama ekonom internasional yang senakin terbuka dan
menberi kan peluang yang senmakin |uas bagi jasa konstruks
nasi onal

Kedua fenonena tersebut nerupakan tantangan bagi |asa
konstruksi nasional untuk neningkat kan ki nerjanya agar manpu
bersaing secara profesional dan manpu nenghadapi di nam ka
per kembangan pasar dal am dan | uar negeri.

Peni ngkat an  kemanpuan usaha jasa konstruksi nasi onal
mener | ukan i kli musaha yang kondusif, yakn
a. t er bent uknya kepranataan usaha, neliputi

1) persyaratan usaha yang nengatur klasifikasi dan
kual i fi kasi perusahaan jasa konstruksi;

2) standard Kkl asifikasi dan kualifikasi keahlian dan
keteranpilan yang nengatur bidang dan tingkat kenmanpuan
orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan |asa
konst ruksi ataupun yang nel akukan usaha orang per seorangan;

3) tanggung jawab profesional yakni penegasan atas
t anggung j awab terhadap hasil pekerjaannya,;

4) terwuj udnya perlindungan bagi pekerja konstruks
yang neliputi : kesehatan dan keselamatan Kkerja, serta
j am nan sosi al ;

5) tersel enggaranya proses pengikatan yang terbuka
dan adil, yang dil andasi ol eh persai ngan yang sehat;

6) penmenuhan kontrak kerja konstruksi yang dil andasi
prinsip kesetaraan kedudukan antar pihak dalam hak dan
kewaj i ban dalam suasana hubungan Kkerja yang bersifat



10.

terbuka, tinbal balik, dan sinergis yang nenungki nkan para
pi hak untuk nendudukkan diri pada fungsi nasing-nmasing
secara konsi sten;
b. dukungan pengenbangan usaha, neli puti

1) t er sedi anya pernodal an termasuk pertanggungan yang
sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi;

*10970 2) terpenuhi nya ketentuan tentang jam nan nut u;

3) berfungsi nya asosiasi perusahaan dan asosi asi
profesi dalam nenenuhi kepentingan anggotanya ternmasuk
menper j uangkan ketentuan inbal jasa yang adil;
C. ber kenmbangnya parti si pasi masyar akat, yakn

ti mbul nya kesadar an masyar akat akan mendor ong
terwisjudnya tertib jasa konstruksi serta manpu untuk
nmengakt ual i sasi kan hak dan kewaj i bannya,;

d. t er sel enggar anya pengat ur an, penber dayaan, dan
pengawasan yang di | akukan ol eh Peneri nt ah dan/ at au
Masyar akat Jasa Konst r uksi bagi par a pi hak dal am
penyel enggaraan pekerjaan konstruksi agar nmanmpu nenenuh
ber bagai ket ent uan yang di per syar at kan at aupun
kewaj i ban- kewaj i ban yang di perjanji kan;

e. perlunya Masyarakat Jasa Konstruksi dengan unsur

asosi asi perusahaan dan asosiasi profesi nenbentuk |enbaga
unt uk pengenbangan jasa konstruksi .

Untuk nmeni ngkat kan penberdayaan potensi nasional secara
opti mal dal am penyel enggar aan pekerjaan konstruksi, pengguna
jasa dan penyedia jasa perlu nmengutamakan penggunaan jasa
dan barang produksi nasi onal / dal am negeri sebagai mana
di amanat kan ol eh Undang- undang nengenai usaha kecil .

Untuk nengenbangkan jasa konstruksi sebagai mana tel ah
di urai kan di atas nenerl ukan pengaturan jasa konstruksi yang
terencana, terarah, terpadu, dan nenyeluruh dalam bentuk
Undang- undang sebagai | andasan hukum

Undang-undang tentang Jasa Konstruksi nengatur tentang
ket entuan unmum usaha jasa konstruksi, pengi katan pekerjaan
konstruksi, penyel enggaraan pekerjaan konstruksi, kegagal an

bangunan, per an masyar akat , penbi naan, penyel esai an
sengket a, sanksi , ketentuan perali han, dan ket ent uan
penut up.

Pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kejujuran dan
keadi l an, nmanfaat, keserasian, keseinbangan, kemandirian,

ket er bukaan, kem traan, serta keamanan dan kesel amatan dem

kepenti ngan nasyar akat, bangsa, dan negar a.

Dengan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi ini, maka senua
penyel enggar aan jasa konstruksi yang dil akukan di | ndonesia
ol eh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional naupun
asing, wajib nmematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dal am
Undang- undang tentang Jasa Konstruksi .

Dengan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi ini nenjadi

| andasan untuk nenyesuai kan ketentuan yang tercantum dal am
per at ur an perundang-undangan | ai nnya yang terkait yang tidak
sesuai . Undang- undang i ni menpunyai hubungan
konpl enent aritas dengan per at ur an per undang- undangan
| ai nnya, antara lain



a. Undang- undang
b. Undang- undang
per usahaan;

C. Undang- undang
d. Undang- undang
e. Undang- undang
*10971 industri;

f. Undang- undang
g. Undang- undang
per asur ansi an,;

h. Undang- undang
tenaga kerj a;

i Undang- undang
Undang- undang
Undang- undang
Undang- undang
Undang- undang
. Undang- undang
i ngkungan hi dup;
Undang- undang
Undang- undang
Undang- undang
onsunen;

Undang- undang
nmonopol i dan persai
S. Undang- undang
alternatif pilihan
t. Undang- undang

3T

S ALT OS5

PASAL DEM PASAL

Pasal 1
Angka 1

Dal am j asa konst ruksi
mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum yakni

j asa dan penyedi a |
Angka 2

Pekerj aan
pengol ahan bentuk dan masa bangunan ber dasar kan f ungsi

per syar at an yang di

Pekerjaan si pil

pel abuhan, bandar
pant ai , sal uran

gedung, jalan
pemasangan

| ahan.

Peker | aan

dan
per pi paan,

yang mengatur tentang kesel amatan kerj a;
yang nengatur tentang wajib daftar

yang nengat ur
yang nengat ur
yang nengat ur

tentang perindustri an;
tent ang ket enagal i stri kan;
tent ang kamar dagang dan

yang mengat ur
yang mengat ur

yang nengat ur

tent ang kesehatan kerj a;

t ent ang usaha
tentang jam nan sosial
nmengat ur
nmengat ur
nmengat ur

t ent ang perseroan terbat as;

t ent ang usaha kecil;

tentang hak ci pta;

yang nengatur tentang paten;

yang nmengatur tentang nerek;
yang mengat ur t ent ang

yang nmengat ur tentang ket enagakerj aan;
yang mengat ur tentang per bankan;
yang nengatur tentang perlindungan

yang mnengatur tentang
ngan usaha tidak sehat;
yang rmengatur tentang
penyel esai an sengket a;
yang nengatur tentang penataan ruang.

yang
yang
yang

pengel ol aan

| ar angan prakt ek

arbitrase dan

terdapat 2 (dua) pihak yang
pengguna

asa.

lain
serta
per | ukan seti ap pekerjaan konstruksi.
mencakup antara lain : penmbangunan
udara, jalan kereta api, pengananan
i rigasi/kanal, bendungan, t er owongan,
jenbatan, reklamasi rawa, pekerjaan
pekerjaan penboran, dan penbukaan

arsitektural nmencakup antara

mekani kal dan el ektrikal nmer upakan

pekerjaan penmasangan produk-produk rekayasa industri.

Pekerj aan

t ur bi n,
pabri k, kel engkapan instal asi
m nyak, dan gas.
Pekerj aan

pemasangan

per pi paan air,

mekani kal mencakup antara lain

pendirian dan pemasangan instal asi
bangunan, pekerjaan pemasangan
antara lain

el ektri kal mencakup



penbangunan jaringan transmsi dan distribusi kelistrikan,
pemasangan instalasi kelistrikan, telekonmunikasi beserta
kel engkapannya.

Pekerjaan tata |ingkungan nencakup antara lain :
*10972 pekerjaan pengol ahan dan penataan akhir bangunan
maupun | i ngkungannya.

Bangunan adalah wijud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang nenyatu dengan tenpat kedudukan baik yang
ada di atas, di bawah tanah dan/atau air.

Dal am pengertian nmenyatu dengan tenpat kedudukan
t er kandung makna bahwa proses penyatuannya dil akukan nel al u
penyel enggar aan pekerj aan konstruksi .

Pengerti an menyat u dengan t enpat kedudukan
tersebut dal am pel aksanaannya perlu nenperhati kan adanya
asas pem sahan horisontal dalam pem|likan hak atas tanah
terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagai nana asas
hukum yang di anut dal am Undang- undang nengenai agrari a.

Hasi| pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam
bentuk fisik lain, antara lain : dokunen, ganbar rencana,
ganbar teknis, tata ruang dalam (interior), dan tata ruang
luar (exterior), atau penghancuran bangunan (denvolition).

Angka 3

Pengertian orang perseorangan adal ah warga negara,
bai k I ndonesi a maupun asing. Pengertian badan adal ah badan
usaha dan bukan badan usaha, bai k | ndonesia maupun asi ng.

Badan usaha dapat berbentuk badan hukum antara
| ain, Perseroan terbatas (PT), Koperasi, atau bukan badan
hukum antara lain : CV, Firma

Badan yang bukan badan wusaha berbentuk badan
hukum antara lain instansi dan | enbaga-| enbaga Peneri nt ah.

Pem | i k pekerjaan/ proyek adal ah orang perseorangan
atau badan yang nem liki pekerjaan/proyek yang nenyedi akan
dana dan bertanggung jawab di bi dang dana.

Angka 4

Pengertian orang perseorangan dan badan usaha,
penj el asannya sana dengan penj el asan pada angka 3.

Dal am pel aksanaan pekerjaan konstruksi penyedia
j asa dapat berfungsi sebagai subpenyedia jasa dari penyedi a
jasa |l ainnya yang berfungsi sebagai penyedi a jasa utana.

Angka 5
Cukup jel as
Angka 6

Kesal ahan penyedia jasa adalah perbuatan yang
di | akukan secara sadar dan direncanakan atau aki bat
ket i dakt ahuan atau keal paan yang nenyinpang dari kontrak
kerja konstruksi sehingga neni nbul kan kerugi an.

Kesal ahan pengguna jasa adalah perbuatan yang
di sebabkan karena pengel ol aan bangunan yang tidak sesuai
dengan fungsi nya.

*10973 Angka 7

Cukup j el as

Angka 8
Cukup jel as



Angka 9

Cukup jel as
Angka 10

Cukup j el as
Angka 11

Cukup j el as

Pasal 2

Asas Kej ujuran dan Keadil an

Asas Kejujuran dan Keadilan nengandung pengertian
kesadaran akan fungsinya dal am penyel enggaraan tertib jasa
konst r uksi serta bertanggung jawab nenenuhi ber bagai
kewaj i ban guna nenperol eh haknya.

At as Manf aat

Atas Manf aat mengandung pengertian bahwa segal a
kegi atan jasa konstruksi harus dilaksanakan berl andaskan
pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemanpuan dan
t anggung j awab, efisiensi dan efektitas yang dapat nenjamn
terwuj udnya nilai tanmbah yang optimal bagi para pihak dal am
penyel enggaraan jasa konstruksi dan bagi kepenti ngan
nasi onal

Asas Keser asi an

Asas Keserasian nengandung pengertian harnoni dal am
interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam
penyel enggar aan pekerj aan konst r uksi yang ber wawasan
I i ngkungan untuk nenghasil kan produk yang berkualitas dan
ber manf aat tinggi.

Asas Kesei nbangan

Asas Kesei nbangan mengandung pengerti an bahwa
penyel enggar aan pekerjaan konstruksi harus berl andaskan pada
prinsip yang nenjanmn terwjudnya keseinbangan antara
kemanpuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa
dal am nenetapkan penyedia jasa wajib nmematuhi asas ini,
untuk nmenjamn terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai,
dan di sisi lain dapat nenberikan peluang penerataan yang
proporsi onal dal am kesenpat an kerja pada penyedi a j asa.

Asas Kemandiri an
Asas Kenmandirian nmengandung pengertian tunbuh dan
ber kembangnya daya sai ng jasa konstruksi nasional.

Asas Ket er bukaan

Asas Keterbukaan nengandung pengertian Kketersedi aan
informasi yang dapat diakses sehingga nenberikan peluang
bagi par a pi hak, t erwuj udnya t ranspar ansi dal am
penyel enggar aan pekerjaan konstruksi yang nenungki nkan para
pi hak dapat nel aksanakan kewaji ban secara optiml *10974
dan kepastian akan hak dan untuk nenperol ehnya serta
menmungki nkan adanya koreksi sehingga dapat di hindari adanya
ber bagai kekurangan dan penyi npangan.



Asas Kemitraan

Asas Kem traan nengandung pengertian hubungan kerja
para pihak yang harnonis, terbuka, bersifat tinbal balik,
dan sinergis.

Asas Keamanan dan Kesel amat an

Asas Keanmanan dan Kesel amatan mnengandung pengertian
terpenuhinya tertib penyel enggaraan jasa konst r uksi ,
keamanan |ingkungan dan kesel amatan kerja, serta penanfaatan
hasi | pekerjaan konstruksi dengan tetap nenperhatikan
kepenti ngan unmum

Pasal 3
Huruf a
Jasa konstruksi nmenmpunyai peranan penting dan
strategi s dal am si stem penbangunan nasi onal, untuk mendukung
ber bagai bi dang kehi dupan nasyarakat dan nenunmbuhkenbangkan

berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam
penyel enggar aan pekerj aan konstruksi.
Hur uf
Cukup jel as
Huruf c

Peran masyar akat neliputi bai k peran yang bersifat
| angsung sebagai penyedi a jasa, pengguna jasa, dan pemanfaat
hasi| pekerjaan konstruksi, maupun peran sebagai war ganegara
yang berkewajiban turut nelaksanakan pengawasan untuk
nmenegakkan ketertiban penyel enggaraan penbangunan jasa
konst ruksi dan mnelindungi kepentingan unum

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)

Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dil akukan
dal am satu paket kegiatan nulai dari studi pengenbangan
sanpai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruks
at au perbagi an dari kegi at an.

St udi pengenbangan nencakup studi insepsion, studi
fisibilitas, penyusunan kerangka usul an.

Ayat (3)

Pekerjaan pel aksanaan konstruksi dapat diadakan
dal am satu paket kegiatan nulai dari penyiapan | apangan
sanpai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian
kegi at an.

Ayat (4)
Cukup jel as

*10975 Pasal 5
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Penbat asan pekerjaan yang boleh dilakukan ol eh
orang perseorangan di maksudkan untuk nenberi kan perlindungan



terhadap para pi hak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan
konst r uksi

Ayat (3)
Cukup j el as
Ayat (4)
Cukup j el as
Pasal 6
Cukup jel as
Pasal 7
Cukup j el as
Pasal 8
a. Fungsi perizinan yang nenpunyai fungsi publ ik,

di maksudkan untuk nelindungi masyarakat dal am usaha dan/ at au
pekerjaan jasa konstruksi.

b. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian Kkerja
adal ah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha
bai k nasi onal nmaupun asi ng yang bekerja di bidang usaha jasa
konst ruksi. Pengakuan tersebut diperoleh nelalui ujian yang
di | akukan ol eh badan/ | enbaga yang di t ugasi unt uk
nmel aksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk nendapatkan
pengakuan tersebut dilakukan nelalui kegiatan registrasi,
yang neliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi
Dengan dem ki an hanya badan usaha yang nmem liki sertifikasi
tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa
konst r uksi

Penyel enggaraan jasa konstruksi berskala kecil pada
dasarnya neli batkan pengguna jasa dan penyedia jasa orang
per seor angan atau usaha kecil.

Untuk tertib penyel enggaraan jasa konstruksi ketentuan
yang menyangkut ketekni kan m sal nya sertifikasi tenaga ahli
harus tetap dipenuhi secara bertahap tergantung kondi si
set enpat .

Nanmun pener apan ket ent uan peri kat an dapat
di seder hanakan dan pemnmilihan penyedia jasa dapat dil akukan
dengan cara pemlihan |angsung atau penunjukkan | angsung
sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3).

Pasal 9

(ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4)

a. Standar kl asifikasi dan kualifikasi keteranpilan
kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat
keteranpilan kerja dan keahlian kerja setiap orang yang
bekerja di bidang usaha jasa konstruksi *10976 ataupun yang
bekerja orang perseorangan.

Pengakuan tersebut diperoleh nelalui wujian yang
di | akukan ol eh badan/ | enbaga yang di t ugasi unt uk
nmel aksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk nendapat kan
pengakuan tersebut dilakukan nelalui kegiatan registrasi
yang neliputi : klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi.
Dengan dem ki an hanya orang perseorangan yang nemliKki



sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang
usaha j asa konstruksi.

b. St andar di sasi kl asi fi kasi dan kual i fi kasi
keteranpi |l an dan keahlian kerja bertujuan untuk terwijudnya
standar produktivitas kerja dan nutu hasil kerja dengan

menper hati kan standard inbal jasa, serta kode etik profesi
untuk nendorong tunbuh dan berkenbangnya tanggung jawab
pr of esi onal .

C. Pel aksanaan ketentuan sertifikasi khususnya ayat
(4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondi si
tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemanpuan upaya
penber dayaannya.

Pasal 10
Cukup jel as

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup j el as
Pasal 10
Cukup jel as

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup jel as
Ayat (3)

Mekani sme pertanggungan di maksud dapat dil akukan
melalui antara lain sistem asuransi. D sanping itu untuk
menmenuhi pertanggungj awaban kepada pengguna jasa, di kenakan
sanksi adm nistratif yang nenyangkut profesi.

Pasal 12
Ayat (1)

Dengan pendekat an i ni di har apkan terwuj ud
restrukturisasi bidang usaha jasa konstruksi yang nenunjang
efi si ensi usaha, karena kemanpuan penyedi a jasa bai k dal am
skal a usaha maupun kualifikasi usaha akan saling nengisi
dalam kemtraan yang sinergis dan konplenenter, Kkarena
saling nmemerlukan, yang dalam hubungan transaksional nya
di | andasi ol eh kesetaraan dal am hak dan kewaj i ban.

*10977 Ayat (2)

Dal am pengenbangan usaha tersebut, dinmungki nkan
tunmbuhnya jasa antara |ain dalam bentuk manaj emen proyek,
manaj enen konstruksi, serta bentuk jasa |ain sesuai dengan
tuntutan dan pertunbuhan duni a jasa konstruksi.

Ayat (3)
Sama dengan penj el asan ayat (2).

Pasal 13
Pendanaan berupa nodal untuk investasi dan nodal kerja
dapat diperol eh nelalui |enbaga keuangan yang terdiri dari



bank atau bukan bank sebagai mtra usaha.

Untuk nengatasi risiko yang tinbul dan tanggung jawab
hukum kepada pi hak | ain dapat ditenpuh nel al ui pertanggungan
dengan mtra usaha antara lain : Jam nan penawaran, jam nan
pel aksanaan, jam nan uang nuka, jam nan sosial tenaga kerj a,
Construction Al R sk Insurance, Professional Liability
I nsurance, Professional Indemity |nsurance.

DI sanping itu jasa konstruksi juga nmemerl ukan dukungan
sunber informasi nengenai ketersedi aan peral atan, bahan dan
konponen bangunan.

Pasal 14

Cukup jel as
Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan  "wakil" adal ah  orang
per seorangan atau badan yang di beri kuasa secara hukum unt uk
bertindak mewakili kepentingan pengguna jasa secara penuh
atau terbatas dal am hubungannya dengan penyedi a j asa.

Penunj ukan waki | t er sebut ti dak nmel epaskan

t anggungj awab pengguna jasa atas senua kewajiban dalam
pekerjaan konstruksi yang harus dipenuhi kepada penyedia
] asa.
Ayat (2)
Cukup jel as
Ayat (3)
Yang di maksud dengan "bukti kemanpuan nenbayar
dal am bentuk |ain" antara lain jam nan dal am bentuk barang
bergerak dan/atau tidak bergerak.

Ayat (4)
Cukup j el as
Ayat (5)
Yang di maksud dengan "kel engkapan yang

di persyar at kan" adal ah berbagai surat keterangan dan izin
yang harus dimliki ol eh pengguna jasa yang di perl ukan unt uk
nmel aksanakan pekerjaan konstruksi.

Pasal 16
*10978 Ayat (1)
Cukup jel as
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)

Penggabungan ketiga fungsi tersebut dikenal antara
| ai n dal am nodel penggabungan perencanaan, pengadaan, dan
penggabungan (engi neering, procurenent, and constuction)
serta nodel penggabungan perencanaan dan penbangunan (design
and build) dengan tetap nenjam n terwij udnya efisiensi.

Pekerjaan  konstr uksi yang dil aksanakan pada
umumrmya bersifat konpl eks, nenerlukan teknologi canggih
serta berisiko besar seperti : penbangunan kilang m nyak

penbangkit tenaga listrik, dan reaktor nuklir.



Dal am pemlihan penyedia jasa untuk pekerjaan
tersebut di atas, tetap diwajibkan nengikuti ketentuan
pengi kat an sebagai mana di atur dal am Pasal 17.

Pasal 17
Ayat (1)

Pengi kat an nerupakan suatu proses yang ditenpuh
ol eh pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang
sej aj ar dal am nmencapai suatu kesepakatan untuk nel aksanakan
pekerjaan konstruksi. Dal am setiap tahapan proses ditetapkan
hak dan kewaji ban nmasi ng-masi ng pi hak yang adil dan serasi
yang di sertai dengan sanksi .

Prinsip per sai ngan yang sehat mengandung
pengertian, antara lain
a. di akui nya kedudukan yang sejajar antara pengguna
j ada dan penyedi a j asa;
b. terpenuhi nya ketentuan asas keterbukaan dal am
proses pem | i han dan penetapan;
C. adanya pel uang kei kutsertaan dal am seti ap tahapan

persai ngan yang sehat bagi penyedia jasa sesuai dengan
kemanpuan dan ket entuan yang di persyar at kan;

d. kesel uruhan pengertian tentang prinsip persaingan
yang sehat tersebut dalam huruf a, b, dan c dituangkan dal am
dokunen yang jelas, |engkap, dan di ketahui dengan bai k ol eh
senmua pi hak serta bersifat nengikat.

Dengan pemlihan atas dasar prinsip persaingan
yang sehat, pengguna jasa nendapatkan penyedia jasa yang
andal dan nenpunyai kemanpuan untuk nenghasilkan rencana
konst ruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan
jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. D sisi lain
mer upakan upaya unt uk nenci ptakan i kli musaha yang nmendukung
tunbuh dan ber kenbangnya penyedi a j asa yang *10979 senukin
ber kual i t as dan manpu ber sai ng.

Pem | i han yang didasarkan atas persaingan yang
sehat dil akukan secara unum terbatas, ataupun | angsung.
Dal am pel el angan unmum setiap penyedia jasa yang nenenuhi
kual i fi kasi yang di m nta dapat nengi kuti nya.

Ayat (2)
Cukup jel as
Ayat (3)
Keadaan tertentu antara lain nmeliputi
1. penanganan dar ur at unt uk keamanan dan

kesel amat an masyar akat ;

2. pekerjaan yang konpleks yang hanya dapat
di | aksanakan ol eh penyedia jasa yang sangat terbatas atau
hanya dapat dil akukan ol eh penmegang hak;

3. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang
menyangkut keanmanan dan kesel amat an negar a;
4, pekerjaan yang berskal a kecil.
Ayat (4)

Perti nbangan ant ar kesesuai an bi dang serta
kesei nbangan antara kemanpuan dan beban kerja serta kinerja
jasa di maksudkan agar penyedia jasa yang terpilih



betul -betul nmem |iki kualifikasi dan klasifikasi sebagai mana
yang dimnta serta nemliKki kemanpuan nyata untuk
nel aksanakan pekerj aan.
Ayat (5)
Cukup j el as
Ayat (6)
Cukup jel as

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup j el as
Huruf b
Cukup jel as
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prinsip keahlian dalam
menyusun dokumen penawaran” adal ah dengan nengi ndahkan
prinsip profesionalisnme, kesesuaian, dan penenuhan ket entuan
sebagai mana tersebut dalam dokunmen pemlihan dan dokunen
t ersebut dapat di pertanggung jawabkan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "nengikat", adalah bahwa
mat eri yang tercantum dalam dokunen penawaran yang

di sanpai kan penyedia jasa, atau dokunen pemlihan yang
diterbitkan ol eh pengguna jasa tidak diperkenankan diubah
secara sepi hak sejak penyanpai an dokumen penawaran sanpai
dengan penetapan secara tertulis.
Ayat (4)
*10980 Cukup j el as

Pasal 19
Cukup j el as
Pasal 20
Yang di naksud dengan "perusahaan terafiliasi” adalah

perusahaan yang saham mayoritasnya dimliki oleh satu
perusahaan induk. Penberian pekerjaan kepada penyedia jasa
yang terafiliasi dengan pengguna jasa tersebut dapat
di benarkan apabila pemlihannya didasarkan pada proses
pel el angan sebagai mana di maksud Pasal 17.

Pasal 21
Ayat (1)

Pada dasarnya subpenyedia jasa adalah penyedia
jasa. Oeh karena itu sebagainmana perlakuan terhadap
penyedia yang Dberfungsi sebagai penyedia jasa unmum
subpenyedia jasa nenpunyai kewajiban yang sanma dal am
kei kutsertaan untuk nel aksanakan pekerjaan  konstruksi
nmel al ui persai ngan yang sehat sesuai kemanpuan dan ket ent uan
yang di per syar at kan.

Ayar (2)
Cukup jel as



Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jel as
Ayat (2)
Huruf a
Yang di maksud dengan "identitas para pihak"
adal ah nana, al amat , kewar ganegar aan, wewenang
penandat anganan, dan domi sili
Huruf b
Li ngkup kerja neliputi hal-hal berikut
1) Vol une pekerj aan, yakni besar an

pekerjaan yang harus dil aksanakan termasuk vol ume pekerjaan
tanmbah atau kurang. Dalam nengadakan perubahan vol une
pekerjaan, perlu ditetapkan besaran perubahan vol une yang
ti dak memer| ukan persetujuan para pi hak terlebi h dahul u.

Bagi pekerj aan per encanaan dan
pengawasan, |ingkup pekerjaan dapat berupa |aporan hasil
pekerjaan konstruksi yang wajib dipertanggungj anabkan yang
mer upakan hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam

bent uk dokunmen tertulis.

2) Per syarat an adm ni strasi, yakni prosedur
yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam nengadakan
i nt eraksi.

*10981 3) Persyaratan teknik, yakni ketentuan
ket ekni kan yang waj i b di penuhi ol eh penyedi a j asa.

4) Per t anggungan at au j am nan yang
nmer upakan bentuk perlindungan antara |ain untuk pel aksanaan
pekerjaan, peneriman uang nuka, Kkecelakaan bagi tenaga
kerja dan masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa
antara | ain asuransi atau jam nan yang diterbitkan ol eh bank
at au | enbaga bukan bank.

5) Laporan hasil pekerjaan  konstruksi,
yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dal am bent uk
dokunen tertulis.

Ni | ai pekerjaan, yakni jum ah besaran
biaya yang akan diterima oleh penyedia jasa untuk
pel aksanaan kesel uruhan |ingkup pekerj aan.

Bat asan waktu pel aksanaan adal ah jangka
waktu untuk nenyel esai kan kesel uruhan |ingkup pekerjaan
termasuk nmasa penel i haraan.

Huruf c dan d

Cukup jel as
Huruf e
Yang dimaksud dengan “"informasi" adal ah

dokunen yang |engkap dan benar yang harus disediakan
pengguna jasa bagi penyedia jasa agar dapat nelakukan
pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewaj i bannya.

Dokunen tersebut, antara lain, neliputi izin
mendi ri kan bangunan dan dokunen penyerahan penggunaan
| apangan unt uk bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf f

Penbayar an dapat dil aksanakan secara berkal a,

atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pel aksanaan



pekerjaan, atau cara penbayaran yang dil akukan sekaligus
setel ah proyek sel esai .
Huruf g

Cidera janji adalah suatu keadaan apabila
sal ah satu pi hak dal am kontrak kerja konstruksi

1) ti dak nel akukan apa yang diperjanjikan
dan/ at au

2) nel aksanakan apa yang diperjanjikan
tetapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan; dan/atau

3) mel akukan apa yang di perj anji kan, tetapi
terl anbat; dan/atau

4) nmel akukan sesuatu yang mnenur ut
*10982 perjanjian tidak bol eh dil akukannya.

Yang dimaksud dengan tanggung | awab,

antara |ain, berupa penberian konpensasi, penggantian biaya
dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pel aksanaan

ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang
di perjanji kan, atau penberian ganti rugi.
Huruf h

Penyel esai an perselisihan nenuat ketentuan
tentang tatacara penyel esai an perselisi han yang di aki bat kan
antara lain oleh Kketidaksepakatan dalam hal pengerti an,
penaf si ran, atau pel aksanaan Dberbagai ketentuan dal am
kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tenpat dan
cara penyel esai an.

Penyel esai an perselisihan ditenmpuh nelalui

antara lain rnusyawarah, medi asi , arbitrase, at aupun
pengadi | an.
Hur uf i
Cukup j el as
Hur uf j

Keadaan nemaksa nmencakup

1) keadaan nenmaksa yang bersifat nutlak
(absol ut) yakni bahwa para pi hak tidak, nmungkin nel aksanakan
hak dan kewaji bannya;

2) keadaan nemaksa yang bersifat tidak
mutl ak (relatif), yakni bahwa para pi hak masi h di nungki nkan
unt uk nel aksanakan hak dan kewaj i bannya;

Ri si ko yang diaki batkan oleh keadaan
menmaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain
nmel al ui | enbaga pertanggungan (asuransi).

Hur uf |

Per | i ndungan pekerja di sesuai kan dengan
ket ent uan undang-undang nengenai kesel amatan dan kesehatan
kerja, serta undang-undang nengenai jam nan sosial tenaga
kerj a.

Huruf m
Aspek I i ngkungan mel i puti ket ent uan
undang- undang nengenai pengel ol aan |ingkungan hi dup.
Ayat (3)
Kekayaan i nt el ekt ual adal ah hasi | I novasi

perencana konstruksi dalam suatu pel aksanaan kontrak kerja
konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau



bagi an- bagi annya yang kepem | i kannya dapat di perj anji kan.

Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang
sudah di patenkan harus dilindungi sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang ber| aku.

*10983 Ayat (4)

Yang di maksud dengan "insentif" adal ah penghargaan
yang di beri kan kepada penyedi a jasa atas prestasinya, antara
I ai n, kemanpuan nenyel esai kan pekerjaan |ebi h awal daripada
yang diperjanjikan dengan tetap nenjaga nmutu sesuai dengan
yang di per syar at kan.

I nsentif dapat berupa uang ataupun bentuk | ai nnya.

Ayat (5)

Cukup jel as

Ayat (6)
Cukup jel as
Ayat (7)
Cukup j el as
(8)
Cukup j el as

Ayat

Pasal 23
Ayat (1)

Tahapan dal am penyel enggar aan pekerjaan konstr uksi
adal ah perencanaan yang neliputi : prastudi kekayaan, stud
kel ayakan, perencanaan umum dan perencanaan teknik; serta
pel aksanaan beserta pengawasannya yang mel i puti
pel aksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan
bangunan.

Kegiatan dalam setiap tahap penyel enggaraan
pekerjaan konstruksi neliputi

a. penyi apan, yaitu kegi at an awa
penyel enggar aan pekerjaan konstruksi untuk nmenenuhi berbagai
persyaratan yang diperlukan dalam nemnul ai pekerjaan
perencanaan at au pel aksanaan fisi k dan pengawasan;

b. pengerj aan, yaitu :

1) dalam tahap per encanaan, mer upakan
serangkai an kegi atan yang nenghasilkan berbagai | aporan

tentang tingkat kel ayakan, rencana unmum induk, dan rencana
t ekni s;

2) dal am tahap pel aksanaan, nmer upakan
serangkai an kegi atan pel aksanaan fisik beserta pengawasannya
yang nmenghasi | kan bangunan;

C. pengakhiran, yaitu kegi at an unt uk
nmenyel esai kan penyel enggar aan pekerjaan konstruksi .
1) dal am t ahap per encanaan, dengan

di setujuinya |aporan akhir dan dilaksanakannya penbayaran
akhir;

2) dal am tahap pel aksanaan dan pengawasan,
dengan di | akukannya penyer ahan akhir bangunan dan
di | aksanakannya penbayaran akhir.

Ayat (2)
Ket entuan tentang ketekni kan neliputi : standar
*10984 konstruksi bangunan, standar nutu hasil pekerjaan,



standar nutu bahan dan atau konponen bangunan, dan standar
nmut u peral at an.

Ketentuan tentang ketenagakerjaan neli put
persyarat an standar keahlian dan keteranpilan yang neliputi
bi dang dan ti ngkat keahlian serta keteranpilan yang
di perl ukan dal am pel aksanaan pekerjaan konstruksi .

Ayat (3)

Kewaj i ban par a pi hak dal am penyel enggar aan
pekerjaan konstruksi

a. Dal am kegi at an penyi apan

1. pengguna jasa, antara lain :

a) menyer ahkan dokunen | apangan untuk
pel aksanaan konstruksi, dan fasilitas sebagai nana ditentukan
dal am kontrak kerja konstruksi

b) menbayar uang nuka atas penyerahan
j am nan uang nmuka dari penyedi a jasa apabila diperjanjikan.

2. penyedi a jasa, antara lain :

a) nmenyanpai kan usul rencana kerja dan
penanggung jawab pekerjaan untuk nendapatkan persetujuan
pengguna j asa;

b) menberi kan j am nan uang nuka kepada
pengguna j asa apabila di perjanjikan;

C) nmengusul kan cal on subpenyedi a | asa
dan pemasok untuk nendapatkan persetujuan pengguna jasa
apabi | a di perj anji kan.

b. Dal am kegi at an pengerj aan :

1. pengguna jasa, antara lain :

menenuhi tanggung j awabnya sesuai dengan

kont r ak kerja dan nmenanggung semua risiko at as

ket i dakbenar an per m nt aan, ket et apan yang
di m nt anya/ di t et apkannya yang tertuang dal am kontrak kerj a;
2. penyedi a jasa, antara lain :

menpel ajari, neneliti kontrak kerja, dan
nel aksanakan sepenuhnya senua materi kontrak kerja baik

teknik dan administrasi, dan nenanggung segala risiko
aki bat / kel al ai annya.
C. Dal am kegi at an pengakhiran :
1. pengguna jasa, antara lain :
menenuhi t anggung j awabnya sesua

kontrak kerja kepada penyedia jasa yang telah berhasil
nmengakhiri dan nel aksanakan serah terima akhir secara teknis
dan administratif kepada pengguna jasa sesuai kontrak kerj a.

2. penyedi a jasa, antara lain :
*10985 menel i ti secara seksama
kesel ur uhan pekerjaan yang di | aksanakannya serta

nmenyel esai kannya dengan bai k sebel um nengaj ukan serah terim
akhi r kepada pengguna j asa.
Ayat (4)
Cukup j el as

Pasal 24
Ayat (1)
Pengi kut sertaan subpenyedia jasa dibatasi oleh



adanya tuntutan pekerjaan yang nenerlukan keahlian khusus
dan ditenpuh nelalui nekani sme subkontrak, dengan tidak
mengurangi tanggung jawab penyedia jasa terhadap seluruh
hasi| pekerjaannya.

Bagi an pekerj aan yang akan di | aksanakan
subpenyedi a jasa harus nendapat persetujuan pengguna j asa.
Pengi kut sert aan subpenyedi a j asa bert uj uan

menberi kan peluang bagi subpenyedia jasa yang nenpunyai
keahlian spesifik nelalui nekanisme Kketerkaitan dengan
penyedi a j asa.
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)
hak- hak subpenyedia jasa, antara |ain adalah hak
untuk nenerima penbayaran secara tepat waktu dan tepat
jum ah yang harus dijam n ol eh penyedia jasa. dalam hal ini
pengguna j asa nenpunyai kewaji ban untuk nemant au pel aksanaan
penmenuhan hak subpenyedi a jasa ol eh penyedi a j asa.

Ayat (4)
Cukup jel as
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup jel as
Ayat (3)
Penet apan kegagal an hasil pekerjaan konstruksi
ol eh pihak ketiga selaku penilai ahli dimksudkan untuk

nmenj aga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu
kegagal an hasi| pekerjaan konstruksi.

Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau
kel onpok orang atau | enbaga yang di sepakati para pi hak, yang
bersifat independen dan manpu nenberi kan penilaian secara
obyektif dan profesional.

Pasal 26
Ayat (1)

Pel aksanaan ganti rugi dapat dil akukan nel al ui
*10986 nmekani sne pert anggungan yang penber | akuannya
di sesuai kan dengan tingkat pengenbangan si stem pertanggungan
bagi perencana dan pengawas konstr uksi .

Ayat (2)

Per t anggungj awaban pel aksana konstruksi di bidang
usaha di kenakan kepada pel aksana konstruksi maupun sub
pel aksana konstruksi dal am bentuk sanksi adm ni strasi sesua
ti ngkat kesal ahan.

Besaran ganti rugi yang nenjadi tanggung |jawab
pel aksana konstruksi dalam hal terjadi kegagalan hasil
pekerjaan konstruksi diperhitungkan dengan nenperti nbangkan
antara lain tingkat kegagal annya.

Pel aksanaan ganti rugi dapat dilakukan nel al ui
mekani sme pertanggungan Yyang penberl akuannya di sesuai kan



dengan tingkat pengenbangan sistem pertanggungan bagi
pel aksana konstruksi .

Pasal 27
Li hat penjel asan Pasal 25 ayat (3).

Pasal 28
Cukup jel as

Pasal 29

Hak masyarakat dal am nel akukan pengawasan, bai k dal am
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan,
maupun pemanfaat an hasil - hasi |l nya.

Pengganti an yang | ayak diberi kan kepada yang dirugi kan
sepanj ang dapat menbukti kan bahwa secara | angsung dirugi kan
sebagai aki bat perencanaan, pel aksanaan, dan pengawasan
kegi atan pekerjaan konstruksi didasarkan atas Kketentuan
per at uran perundang-undangan yang ber| aku.

Pasal 30

Kewaj i ban di maksud mengandung nmakna bahwa setiap orang
turut berperan serta dalam nmenjaga ketertiban dan nenenuhi
ket entuan yang berl aku di bi dang jasa konstruksi.

Pasal 31
Cukup jel as
Pasal 32
Ayat (1)
Asosi asi  perusahaan jasa konstruksi, nerupakan

satu atau |ebih wadah organisasi dan atau hinpunan para
pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk
nmenper j uangkan kepenti ngan dan aspirasi para anggotanya.

Asosi asi profesi jasa konstruksi, nerupakan satu
atau | ebi h wadah organi sasi atau hi npunan perorangan, atas
dasar kesamman di siplin keil nuan *10987 di bi dang
konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi,
dal am wusaha nengenbangkan keahlian dan nenperjuangkan
aspi rasi anggot a.

Asosi asi bersifat independen, mandiri dan nmemlikKi
serta menjunjung tinggi kode etik profesi.

Mtra usaha asosiasi perusahaan barang dan jasa
adal ah orang perseorangan atau badan usaha yang Kkegi atan
usahanya di bi dang penyedi aan barang atau jasa bai k | angsung
maupun tidak | angsung nendukung usaha jasa konstruksi .

Waki | -waki | instansi Pemerintah yang duduk dal am
forum jasa konstruksi adalah pejabat yang ditunjuk oleh
i nst ansi Penerintah yang nenpunyai tugas dan fungs
penbi naan dal am bent uk penberdayaan dan pengawasan di bi dang
j asa konstruksi

Peran Penerintah dal am penbi naan jasa konstruks
masi h dom nan, dengan Undang- Undang ini, pengenbangan usaha
j asa konstruksi di serahkan sepenuhnya kepada nasyarakat jasa



konst r uksi
Dal am tahap awal pel aksanaan Undang-Undang ini
peran Penerintah masi h di perl ukan untuk :

a. menganbi | inisiatif/prakarsa dal am nmewuj udkan
peran ferum
b. menber i kan dukungan fasilitas t er masuk

pendanaan unt uk nenungki nkan terwj ud dan berfungsi nya peran
masyar akat jasa konstruksi (wadah organi sasi pengenbangan
j asa konstruksi) berikut |enbaga-I|enbaga pel aksanaannya.

Ayat (2)
Cukup j el as
Pasal 33
Ayat (1)
Waki | instansi Penerintah yang duduk dal am | enbaga

adal ah yang ditunjuk ol eh instansi yang nenpunyai tugas dan
fungsi penbi naan di bi dang jasa konstruksi .

Dal am newuj udkan peran | enbaga, pada tahap awal
Pemerintah dapat menganbi | inisiatif dalam nenetapkan
penbent ukan | enbaga, serta nenberikan dukungan fasilitas
t ermasuk pendanaan oper asi onal nya.

Ayat (2)
Huruf a

Pengenbangan jasa konstruksi yang dil akukan
ol eh | enbaga di maksudkan, antara lain :

1) agar penyedia jasa manpu nenenuhi
st andar - st andar nasi onal, regional, dan internasional;

2) mendorong penyedia jasa untuk manmpu
bersai ng di pasar nasional maupun internasional;

3) nmengenbangkan sistem i nfornasi j asa

konst r uksi
*10988 Huruf b
Cukup jel as
Huruf c
Cukup jel as
Huruf d
Cukup j el as
Huruf e
Cukup jel as
Ayat (3)
Cukup jel as
Pasal 34
Cukup j el as
Pasal 35
(ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6)
a. Mengi ngat peran jasa konstruksi dal am penbangunan

nasi onal , maupun dal am nendukung perl uasan kesenpatan usaha
dan |apangan kerja, serta nengingat kewajiban Penerintah
untuk nelindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan
nasi onal pada unummya, naka Penerintah berkewajiban untuk
nel akukan penbi naan terhadap jasa konstruksi.



b. Penbi naan yang neliputi pengaturan, penberdayaan,
dan pengawasan, dil akukan ol eh Penerintah terhadap
1 j asa konstruksi, dengan tujuan :

a) menunbuhkan pemahanman dan kesadaran akan
peran strategi snya dalam pel aksanaan penbangunan nasi onal
yang nenbawa konsekuensi tinbul nya hak dan kewajiban yang
har us di penuhi nya;

b) mendorong terwujudnya penyedia |asa
unt uk neni ngkat kan kemanmpuannya, bai k secara | angsung maupun
nmel al ui asosi asi, agar manpu nenenuhi hak dan kewaji bannya;

C) menj am n t er penuhi nya kewaj i ban
berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga nendorong
terwisjudnya tertib usaha jasa konstruksi nmaupun tertib
penyel enggar aan pekerjaan konstr uksi .

2) pengguna j asa, dengan tujuan :

a. menunbuhkan penmahaman dan kesadar an
akan tugas dan fungsinya serta hak dan kewaji bannya dal am
pengi kat an dan penyel enggar aan pekerjaan konstr uksi;

b. menj am n t er penuhi nya hak dan
kewaj i ban berdasarkan ketentuan yang Dberlaku sehingga
mendorong terwujudnya tertib penyel enggaraan pekerjaan
konst r uksi

3) masyar akat, dengan tujuan :

*10989 a. nmenunbuhkan pemahanman akan

per an strategis j asa konst r uksi dal am  pel aksanaan
penbangunan nasi onal ;

b. menunbuhkan kesadaran akan hak dan
kewaj i bannya dal am mewuj udkan tertib usaha jasa konstruksi,
tertib penyel enggaraan pekerjaan konstruksi, dan dalam
memanf aat kan hasi | pekerjaan konstruksi;

C. dal am pel aksanaannya, penbi naan

dapat dil akukan ol eh Penerintah nel al ui suatu kegi at an dal am
bent uk forum dan | enbaga.

Forum nerupakan fasilitas dan/atau
sar ana unt uk mendor ong terci ptanya pemanf aat an dan
pengawasan secara optimal terhadap penyel enggaraan jasa
konstruksi nasional bagi nasyarakat pada unumya dan atau
masyar akat jasa konstruksi pada khususnya.

Lenbaga nerupakan wadah penbi naan
pel aksanaan pengenbangan jasa konstruksi .

Sebagi an penbi naan yang dil akukan
ol eh Penerintah dapat dilinpahkan kepada Penerintah Daer ah.

Pasal 36
Ayat (1)
Ketentuan pada ayat i ni di mmksudkan untuk
mel i ndungi hak keperdataan para pi hak yang bersengket a.
Ayat (2)
Cukup j el as
Ayat (3)

Ket entuan pada ayat ini di maksudkan untuk nencegah
terjadi nya putusan yang berbeda nengenai suatu sengketa jasa
konst ruksi untuk menjam n kepastian hukum



Pasal 37
Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini untuk nenpertegas bahwa
sengketa jasa konstruksi dapat terjadi pada kegiatan para
pi hak dal am penyel enggar aan pekerjaan konstr uksi .

Ayat (2)

Sejal an dengan ketentuan tentang kontrak kerja
konstruksi para pihak telah nenyetujui bahwa sengketa
di antara nereka dapat disel esai kan dengan nenggunakan jasa
pi hak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berl aku tentang
arbitrase dan alternatif pilihan penyel esai an sengket a.

*10990 Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat
di | akukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu dengan
menyepakati nya dan nencantunkannya dalam kontrak Kkerja
konst r uksi

dal am hal penunj ukan pi hak ketiga dil akukan
setel ah sengketa terjadi, maka hal itu harus disepakati
dal am suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber| aku.

Jasa pihak ketiga yang dimksud di atas antara
lain : arbitrase baik berupa |enbaga atau ad-hoc yang
bersifat nasional maupun internasional, nediasi, konsiliasi
atau penilai ahli.

Ayat (3)
Cukup jel as
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hak nengaj ukan gugatan
perwaki |l an* pada ayat ini adal ah hak kel ompok keci
masyar akat untuk bertindak nmewakili masyarakat dal am junl ah

besar yang dirugi kan atas dasar kesanman pernmasal ahan,
fakt or hukum dan ketentuan yang diti nbul kan karena kerugi an
atau gangguan sebagai aki bat kegi atan penyel enggar aan
pekerjaan konstruksi .
Ayat (2)
Cukup j el as

Pasal 39

Khusus gugat an perwaki |l an yang di aj ukan ol eh nmasyar akat
ti dak dapat berupa tuntutan nenbayar ganti rugi, mnelainkan
hanya terbatas gugatan lain, yaitu :

a. menohon kepada pengadilan agar salah satu pihak
dal am penyel enggar aan pekerjaan konstruksi untuk nel akukan
ti ndakan hukum tertentu yang berkaitan dengan kewaji bannya
atau tujuan dari kontrak kerja konstruksi;

b. nmenyat akan seseorang (salah satu pihak) telah
nmel akukan  perbuatan el anggar hukum karena nel anggar
kesepakatan yang telah ditetapkan bersanma dalam kontrak
kerja konstruksi;

C. mener i nt ahkan seseorang (salah satu pihak) yang
nmel akukan usahal/ kegi atan jasa konstruksi untuk nenmbuat atau



menper bai ki atau nengadakan penyel amatan bagi para pekerja
j asa konstruksi

Yang di maksud dengan "bi aya atau pengeluaran riil"
adal ah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan sudah
di kel uarkan oleh nmasyarakat dalam kaitan dengan aki bat
kegi at an penyel enggar aan pekerjaan konstruksi .

Pasal 40
Cukup jel as
*10991
Pasal 41
Cukup jel as
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup jel as
Ayat (3)
Cukup j el as
Pasal 43
Cukup jel as
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as
Pasal 45
Cukup jel as
Pasal 46
Cukup j el as
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